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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Implementasi Jaminan Kesehatan terhadap ketersediaan obat untuk pasien 

BPJS di Puskesmas rawat inap Kabupaten Merangin Jambi dapat disimpulkan 

bahwa Puskesmas rawat inap Kabupaten Merangin Provinsi jambi belum 

terlaksana secara optimal dalam penyediaan obat untuk pasien rawat inap 

peseerta BPJS dikarenakan terbatasnya jumlah obat dan sediaan obat yang 

tersedia di Puskesmas rawat inap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. 

2. Adapun kendala–kendala Puksesmas rawat inap Kabupaten Merangin Jambi 

dalam ketersediaan obat pasien BPJS yaitu ketidaksesuaian kebutuhan dan 

ketersedian obat yang di Puskesmas rawat inap Kabupaten Merangin Jambi 

dengan yang diberikan oleh UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Merangin. 

Keterbatasan dana APBD dalam pembelanjaan obat berdasarkan e-katalog 

formularium nasional. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Puskesmas rawat inap Kabupaten 

Merangin Jambi dalam mengatasi kendala–kendala dalam ketersediaan obat 

untuk pasien BPJS yaitu dengan mengajukan permohonan peminjaman obat 

kepada Kepala UPTD farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin 

Provinsi Jambi dan penggantian obat injeksi dengan obat tablet. 

B. Saran 

Saran dari penelitian setelah mendapatkan hasil dari penelitian ini adalah. 

Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi 
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1. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Japmbi 

mempriotaskan menambah dana APBD untuk pembelian obat. 

2. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi membuat regulasi 

tentang penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi BPJS untuk Puskesmas 

rawat inap yang mengalami keterbatasan jumlah obat. 

3. Diharapkan BPJS cabang Merangin selalu sosialisasi dan pengawasan di 

Puskesmas rawat inap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. 
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